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dur dan Sistem Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
Berbasis Masyarakat Dalihan Na Tolu

Anwar Sadat
Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Medan

Abstrak

b sebelum lahirmya peratwan perundang-undangan sebagai acuan penyelesaian sengheta
an kepola daerah di seluruh Indonesia, masyarakat Sumatera Utara telah memiliki model
dalam upaya penyelesaian sengketa melalui wadah masyarakar Daliun na Tolu yang rerus

1 maskan, dipatuni dan diwariskan secara turun temurun oleh generasi penerusnya, Dalam konsep

a3 i

2tar Belakang Masalah

Lima tahun terakhir ini, sering terdengar
Swa kerusuhan dan amuk massa di beberapa
% di Indonesia, menyangkut pelaksanaan
: kepala daerah (Pilkada), seperti:
- pilkada Mojokerto (Jumat, 21 Mei

ﬁmna salah satu massa pendukung
fsten tindakan anarkis dengan membakar
= :lmhﬂ anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPRD), kemudian kernsuhan
&pp&ag Makassar (Jumat 25 Juni 2010)
i pada pembakaran Kantor Camat
Lamto KPU setempat, kerusuban pilkada
mien Bima (Selasa;, 8  Jumi 20009,
pilkada Kabupaten Toli-Toli
3 i Tenggara (1 Juni 2010) dan lain

Sﬂ:ngmn hesar masalah tersebut timbul,
gllm kurang tegas. adil dan manfaatnya
sagaturan hukum tentang penyelesaian
]Hmhhtm kepala daerah yang dirasakan
2t juga dikarenakan eleh pembeniukan
undang-undangan tentang pelaksanaan
tidak sepenuhnya disusun herdasarkan
Sa-cita hukum (rechitsidee) dan perasaan
B (rechtsgevool) masvarakal, sehingga

& B G . B ol
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wrakai Dalihan na Tolu selalu mengedepankan prinsip  musyowarak, persaudaracn,
shatan dan kerukunan dalam segala bidang kehidupan. Kentalnya rasa kekeluargaan dan
daraan yang terdapat dalaom masyarakat Dalihan na Tolu menfadikan salah satu faktor
a persaiidaracn dan keakraban dalam setigp kegiatan di tengah-tengak masyarakat, baik

& memyanghut adot, agama dan pemerintahan. jika teviadi perseliban di antara dua orang atau
» m.fgmm berbeda asal kampung, marga dan agama. biasanva akan cepat terselesaikan
oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara mereka menwrut konsep Dalihan na Tohe
wema munghin bisa terfadi permusubian dolam pelaksanaan pemilihan kepala daevah kalau
- p!r.ﬂ:fmham v adalah kahongginya, anak borunya atau moranya. Mora tidak akan munghin
mouhi apalagi mencelakakan anak bhorunya. Sebab, ia wdalah bagion dari keluarga

iz Penyelesaian sengheta, pemilihan kepala daerah, Dalihan Na Tolu

materinya kurang ditsati dan dihonmati oleh
masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa
pelaksanaan pemilihan kepala daerah di
Sumatera Utara sering menghadapi cobain dan
tantangan, namun berbagai persoalan yang
menyangkul sengketa pilkada dapat diatasi dan
diselesaikan oleh masyarakat berdasarkan prinsip
Dalihen na Tolu secara cepnt dan tepat, tanpa
harus melakukan tindakan anarkis. Sebab dalam
konsep masyarakal adal Dalikan na Tofu, semua
anggota masyarakat, pada umumnya memiliki
hubungan kekeluargaan di antara salah satu darni
tiga unsur kekeluargaan vang terkandung dalam
Dalihan na Tolu vakni: Mora,' Kahangei,” dan
Anek Boru?

Kentalnys  rasa  kekeluargaan  dan
persaudaraan yang terdapat dalam masvarakat
adat Dalihan na Toelw menjadikan salah sam
faktor terciptanya persaudaraan dan keakraban
dalam  setiap kegiatan di  tengah-tengah

! Mora adalah semua keluarga yang herasal
dari pihak mertua.

' Kahanggi adalsh semua keluarza atau
keturunan yang memiliki hubungan sedarah dari pihak
ayah dan tidak termasuk hubungan kelparpa sedarah
dari pihak ibu,

* Angk Bory adalah semua keluarga dari
pihak menanm.
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masyarakat, baik yang menyangkut adat, agama
dan pemerintahan, Pasalnya, jika terjadi
perselihan di antara dua orang atau lebih,
sekalipun berbeda asal kampung, marga dan
agama, biasanys akan cepat terselesaikan
disehabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan
di antara mereka menurut konsep Dalihan na
Tolu. Bagaimana mungkin bisa  terjadi
permusuhan kalau lawan perselisihannya adalah
kahangginya, anak borunya atau moranya. Mora
lidak akan mungkin tega memusuhi apalagi
mencelakakan anak borunya, karena anak boru
adalah bagian dari keluarga menantu yang harus
dilindungi.

Demikian halnya dengan pelaksanaan
pilkads bahwa sekalipun terjadi perbedaan
dukungan di antara masyarakat terhadap calon
kepala dacrah yang akan dipilih, secara otomatis
mercka tetap menghormati dan  melindungi
semua calon kepala daerah yang ada, karena
masing-masing di antara mereka memiliki
hubungan kekeluargaan deagan salah saty unsur
dalam masyarakat Dalihan na Tolu, yakni Mora,
Kahanggi dan Anak Boru.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  yang
dikemukakan di atas, maka dapat diambil
beberapa masalah yang akan diangkat dalam
penelitian ini, yakni:

|. Bagaimana model pengaturan hukum
tentang penyelesaian sengketa pemilihan
kepala daerah berbasis masyarakat adat
Dalihan na Telu di sumatera utara 7

2. Bagaimana sistem musyawarah dalam
menyclesaikan  sengketa  pemilihan
kepala daerah pada masyarakat adat
Dalihicm na Tolu? :

3. Bapaimana  prosedur  penyclesaian
sengketa pemilihan kepala dacrah pada
masyarakat adat Dalihan na Tolu?

4, Apa jenis sanksi yang diterapkan oleh
masyarakat adat Dalihan na  Tolu
terhadap  pelakn  tindakan  yang
menimbulkan senghketa dalam pemilihan
kepala daerah 7

C. Metode Penelitian Pelaksanaan penelitian
diawali dengan melakukan inventarisasi dan
analisis' terhadap segala instrumen ketentuan

‘ Alur penelitian yang menggunakan analisis
dan deskripsi periksa  Bambang  Sunggeno,
Metodnlogi Penelitian Hukuwm, PT.Raja Grafindo
Barsada, Jakarta, 1998, him.36. Periksa juza Bambang

peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala
daerah berbasis adat Dalihan na Tolu yang
materi pokoknya menyangkut: 1) perhitungan
suara, 2) persyaratan calon kepala daerah, 3)
persyaratan masyarakat pemilih, 4) tatacara
pemilihan kepala dacrah, 5) sistem pelaksanaan
kampanve, sistem musyawarah dan prosedur
penyelesaian sengketa yang disclenggarakan
dalam masyarakat adat Dalifim na Tolu yang
berkenaan dengan penyelesaian sengkela
pemilihan kepala daerah, kemudian peranan
tokoh adat dan pemerintah dalam penyelesaian
sengketa pemilihan kepala daerah, keunggulan
dan kelemahan dari penerapan penyelesaian
sengketa pemilihan kepala daerah berbasis
masyarakat adat Dalihan na Tolu.

Metode pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan
yuridis normatif dan yuridis sosiologis (sesio
legal approachy atau pendekatan hukum
sosiologisfempiris, mengingat permasalahan
utarna vang diteliti dan dikaji dalam penelitian
ini berkaitan dengan upaya penemuan model
pengaturan hukum tentang penyelesaian sengketa
pemilihan kepala daerah berbasis masyarakat
adat Daliham na Toelu di Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan di Sumatera
Utara vang terdiri atas 32 daerah Tingkat II,
maka dalam tahap ini telah dilakukan survey
pendahuluan tentang keadaan wilayah® yang

akan diteliti, baik dari segi pola kehidupan
bernegara, pola kehidupan beragama, geografis,
potensi  alam  serta pola kebudayaannya.’
Berdasarkan hasil pra survei tersebut, maka
lokasi penelitian dipilih 7 daerah Tingkat 11 yang
tersebar di Sumatera Utara meliputi:

Waluvo, Pemelitian Hukun Dalam Praktek, Sinar
Grafika, lakarza, 1995 hlm.39,

* Untuk lebih detail mengenai penggunaan
metode pendekatan yuridis sosiologisisosio legal
approach dalam penelitian hukum sosiologis/empiris,
periksa  Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian
Hukum, Ghalia Indonesia, Takarta, 1982, him.120.

® Tibar R. Machan dengan penerjemah Masri
Maris, (2006), Kebebasan dan Kebudayaan, Jakarta,
Yayasan Obor Tndonesia, him, 395, menyehaban
bahwa pemahaman tentang  keadaan  wilayal
penelitian amat penting sekali demi menentukan
responden vang valid dan relevan,

T Bsther Kuntjara, (2008}, Penelitian
Kebudavaun, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Graha
Hmu, him. 13,

gg#
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i | Daerah Tingkat IT Suku yang Mendiami

| Mandailing Natal Batak Mandailing

| Tapanuli Sclatan Batak Angkola-Padang Lawas

| Tapanuli Utara Batak Toba

_:": Toba Samosir Batak Toba

i Karo Batak Karo

| Fakpak Batak Pakpak-Dairi

i Kota Medan Melayu dan Campuran Berbagai Suky

Penentuan lokasi di atas didasarkan atas

 beberapa pertimbangan berikut:
Daerah terschbut merupakan  wilayah
yang masyarakat  adatnys selalu

berpedoman pada konsep adat Dalihan
na Tolu dalam menyelesaikan sengketa
pemilihan  kepala daerah, seperti
pemilihan Kepala Desa, Bupati dan
Gubernir;
2. Dacrah terscbut merupakan wilayah
tempat tinggal suku-suku Batak yang ada
di Sumatera Utara, vakni suku Datak
Toba, suku Batak Anghkola Mandailing
suku Batak Karo, suku Batak Pakpak:®
Dagerah tersebut merupakan daerah yang
keatal dengan pengamalan nilai-nilai
‘budaya Dalihun na Tolu dalam berbagai
bidang kehidupan.
- Pengambilan responden atau populasi
jhan secary puwposive sampling, Karena
elitian ini dikelompokkan berdasarkan
dibatan pihak-pihak atas pelaksanaan dan
wpan  adat Dalihan na Tolu  dalam
selesaiakan  sengketa pemilihan  kepala
gh di Sumaterp. Mrlode dan instrumen
sumpulan data dipergunakan yaitu :
Observasi yang  dilakukan  untuk
mendahului pengumpulan data dengan
tujuan untuk mendapatkan gambaran
vang lepat mengenai obyek penclitian,
sehingga dapat disusun dafiar pertanyaan
yang lebih tepat dan cermat;
2. Daftar pertanyaan (kuesioner)
dipergunakan untuk mendapatkan data
yang berhubungan dengan pokok materi

T e

O R R L

* P. Tambun, Op.Cit. him, 64,
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penelitian ini, dan penggunaan daftar

pertanyaan merupakan pedoman untuk

mengungkapkan tujuan penelitian;

3. Wawancara, dalam hal ini akan
digabungkan  dengan  tiga  model
wawancara yang meliputl, wawancara
terstruktur, semi terstruktur dan non
terstrukiur;

4 Studi dokumen, dimaksudkan untuk
mengetahui lebih jelas data yang telah
ada yang nantinya sebagai bahan
perbandingan dalam penelitian ini.

Data kualitatif yang dikumpulkan dalam
proses pengumpulan data akan disajikan dalam
paparan  (deskripsi) mendalam dan terfokus.
Dalam hal ini akan dilakukan verifikasi data
kualitatif vang berhubingan dengan topik
penelitian. Sajian deskriptif tersebut akan dipakai
secars maksimal dengan  dukungan  data
kuantitatif vang dikumpulkan. Keduanya akan
menjadi sebush kesatuan yang integral dalam
analisa data vang dilakukan, Hasil dari analisa
data tersehut, kemudian disusun dalam bentuk
laporan hasil penelitian.




!

D. Hagil Pepelitian dan Pembahasan

I. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepalu
Daerah Berbasis Masvarakat Dalilian na
Todfu

Jauh  sebelum  lahimya  peratoran
perundang-undangan sebagai acuan penvelesaian
sengketa pemilihan kepala daerah di seluruh
Indonesia, masyarakat adat Dulifhan na Tolu di
Sumatera Utara telah memiliki konsep tersendiri
dalam upaya penyelesaian sengketa pemilihan
kepala dacrah yang terus diamalkan, dipatuhi dan
diwariskan secara turun lemurun oleh generasi
penerusny.”

Penyelesaian sengketa yang menyangkut
pemilihan kepala daerah adalah sering merujuk
dan berpedoman pada ketentuan yang termuat
dalam adat Dalihan na Tolu, Karena di dalamnya
telah diatur tentang tatacara penyelesaian
sengketa yang menyangkut pemililan kepala
dacrah dengan ketentuan berikut: a) sistem
musyawarah dan prosedur penyelesaian sengketa
pemilihan kepala daerah, b) bentuk sanksi bagi
pelaku yang menimbulkan munculnya sengketa
pemilihan kepala daersh, ¢) pihak-pihak vang
menjadi pemutus dalam penyelesaian sengketa
pemilihan kepala dacrah, d) perangkat peradilun
masyarakat adat Dalihan na Tolu  dalam
menyelesalakan  sengketa pemilihan  kepala
daerah,

Sesungguhiya mayoritas sengketa yang
diselesaikan melalui adat Dalikan na Tolu dapat
diselesaikan  dengan baik dan putusannya
diterima oleh para pihak yang berperkars tanpa
menimbulkan dendam di kemudian hari. Kondisi
ini dipengaruhi oleh adanya sebuah filosofi yang
berlaku di  tengah-tengah masyarakat yang
menjadi  pedoman  untama  dalam bersikap,
berkata dan bertingkahlaku di dalam masyarakat,
termasuk  dalam  menyelesaikan  berbagai
sengketa vang ada. Adapun filosofi masysrakat
adat  Dalihan na Tolw yang dimaksud
adalah:"Somba mar Mora, Elek mar Anck Bory.
Menat-manat mar Kahanget™. Pengerlian filosofi
ini  dapat dijelaskan dan dirinci  melalui
kelerangan berikut:

a. Somba mar Mora
. Menghormati
2. Menjapa Kehormatan
3. Sopan Santun

* Ahmad Mahdi Siregar, (20035), Adar
“Tanam Pohon” pada Masyarakat Adat Dalihan na
Tolu dan  Implikasinya  terhadap  Pengelolaan
Lingkungan Hidup di Tapanuli Selatun, Laporan
Penelitian Mandiri, Tidak Diterbitkan, hlm. 23,

4. Mendukung
b. Elek mar Anak Boru
I, Mengambil Hat
2. Merayu
3. Menjaga agar Tidak tersinggung
4.Menvayangi
¢. Manat-Manat mar Kahanggi
1. Hati-hati
2. Tidak Sembarangan
3. Menjaga Perasaan

Morg dalam masyarakat adat Dalikan na
Tolu mempunyai kedudukan tertinggi. Mereka
selalu dihormati, ucapannya selalu berisikan doa
dan nasehat-nasehat untuk anak borunya dan
mercka didukkan di tempal tethormat dalam
seliap acara adat, termasuk dalam menyelesaikan
berbagai permasalahan dan sengketa di tengah-
tengah masyarakal.”® Posisi  mora asebagai
penuntun dan penasehat (pangidoan podsa) dalam
berbagai hal termasuk dalam penyclesaian
sengheta di tengah-tengah masyarakat!' Mora
harus dihormati dengan baik dan jika tidak
diperdulikan dan dihormati, ibarat menantang
matahari, sehingga akibatmya mata bisa menjadi
gelap dan tidak tahu arah. Menurut paradaton
pihak moralah tempat meminta berkah dan tuah;
dan merekalah yang memberi doa restu atas
upacara adat, merekalah dongan fumahi (leman
meminta naszhat).”

Scorang Mora akan menyavangi anak
Borunya, sckalipun Anak Borunva berbeda
agama dan suku dengannya. Bagaimana mungkin
tidak, karena Anak Borimya telah menikahi anak
perempuannya, Jika seorang Morg membencii
Anak Borunya, berarti sama saja ia membecii
anak perempuznnya sendiri. Oleh karenanya,
sayang kepada Amak Borw merupakan wujud
kasih sayang terhadap anak perempuannya
sendiri, sebaliknya jika scorang mora memusuhi
Anak Borunya, itu berarti sama saja dengan
memusuhi anak perempusnnya sendiri, Jadi,
melilui konsep masyarakat adat Dalihan na Tolu
akan mempersempit ruang tumbuhnya sengketa
pemilihan  kepala daerah di  tengsh-tengah
masyarakat.

Ketiga unsur masyarakat adat Batak
tersebut memiliki pembagian tugas  secara
proporsional dan  sangat terprogram  dalam
penyelesaian sengheta pemilihan kepala daerah,
vaknl:

'“ M. Zen harahap, loc.Cit

' Gultom Rajamarpodang, Op. Cit, him. 53,

2 Chairal Anwar, (1997), Hukum Adat
Indonesia; 1997, Rineka Cipla, Jakarta, hlm, 17,
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2. Tugas Mora pada umomnya adalah:

l. Penyelesaian

Sengketa pemilihan

kepala daerah, yakni:

a, Melakukan pelarangan dan
pencegahan terhadap pihak-
pihak yang melakukan
kerusuhan dalam setiap

pelaksanaan  pemilihan  kepala
dacrah;
Menerima, saran, pendapat yang

dijadikan sebagai salah atu
bahan  pertimbangan  dalam
merumuskan  putusan  yang

pantas dikeluarkan dalam rangka
menyelesaikan sengketa
pemilihan kepala dasrah di
Sumatera Utara;

Menerima pelaporan dari pihak
kahanggi, Anak Boru dan pihak
lain terhadap setiap tindakan
Vang dapat mengEanggy
kelancaran pelaksanazn
pemilihan kepala dacrah;
Memberikan arahan dan
bimbingan dalam rangka
menunjang lancer dan suksesnva
pelaksanaan pemilinan  kepala
daerah;

Memberikan fjin  dan  resty
kepada sangan kepala dacrah
yang akan dipilih dalam suatu
pemilihan kepala daerah;
Memberikan  teguran  dan
peringatan’  kepada pasangan
vang tidak mengindahkan aturan
masyarakat adat Dalihan na
Tolu wang berkaitan dengan
pelaksanaan pemilihan  kepala
daerah; »
Memimpin rapat dalam setiap
penyelesaian sengketa pemiliban
kepala dacrah:

Menjadi pihak yang dilibatkan
dalam memutus seliap
penyelesaian sengketa pemilihan
kepala daerah di dalam Majelis
Adat,

b. Tugas Kahangei pada umumnya, yakni:

1. Penyelezaian

Sengketa pemilihan

kepala daerah, yakni:

JURIDIKTI, Vol.6 No.3, Desember 2013.

Melakukan
pencegahan
pihak YaNg

pelarangan  dan
terhadap  pihak-
Mengganggu

lancamya pelaksanaan pemilihan
kepala daerah;

Bertanggung  jawab  dalam
mengawasi dan menjalankan
berbagai jenmis keputusan yang
dikeluarkan Majlis Adat terkait
dengan penyelesaian  sengketa
pemilihan kepala dacrah;
Mengawal, mengamankan dan
mensukseskan  setiap  acara
persidangan dalam Majlis Adat
yang berkaitan dengan
penyelesaian sengketa pemilihan
kepala daerah { Anak Boru);
hWengumpulkan bukti-bukti
konkrit, berupa catatan/tulisan,
perkataan dan alat-alat  bukti
lainnva yang dapat memperjelas
titik terang penyelesaian
sengketa yvang berkaiatan dengan
pemilihan kepala daerah sebagai
bahan pertimbangan bag pihak
firgiaon,  hotobangon  dan
perwakilan  masyarakat adat
Dalihan na Tolu (Anak Boru);
Menyediakan segala fasilitas
yang dibutuhkan selama
penyelenggaraan  musyawsarah
dalam menyelesaikan sengketa
di tengah-tengah masyarakat;
Menghadirkan para pihak yang
bersengketa  dalam seliap
pelaksanaan musvawarah dalam
penyelesaian sengketa;

Menjadi pihak yang dilibatkan
dalam memutus setiap
penyelesaian sengketa pemilihan
kepala daerah di dalam Majlis
Adat;

¢. Tugas Anak Boru pada umumnya, yakni:

1. Penyelesaian  Sengketa  pemilihan
kepala dagrah, vakni; °
3. Bertanggung  jawab  dalam

ISSN LIPI: 1979-9640

mengawasi  dan  menjalankan
berbagai jenis keputusan yang
dikeluarkan Majlis Adai terkait
dengan  penyelesaian  sengketa
pemilihan kepala daerah;
Mencatat dan  membukukan
semua jenis sengketa pemilihan
kepala daerah, baik vang sudah
diajukan dan diputuskan di
dalam Majlis Adat, maupun
vang sedang menjadi sengketa;
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¢, Melaporkan SeIMmua Jenis
pelanggaran  yang  berkaitan
dengan pelaksanaan pemilihan
kepala daerah kepada pihak
harajaon, hatobangon dan mora:

d. Mengumpulkan bukti-bukti
konkrit, berupa calatan/tulisan,
perkataan dan alat-alat  bukti
lainnya yang dapat memperjelas
Litik terang penyelesaian
sengketa yang berkaiatan dengan
pemilihan kepala daerah sebagai
bahan pertimbangan bagi pihak
hargjaon,  hatobangon  dan
perwakilan  masyarakat adar
Dealiham na Toly,

¢. Menyiapkan sarana dan
prasarana yang diperlukan dalam
setap pelaksanaan musyawarah
untuk menyelesaikan sengketa,
termasuk penyelesaian sengketa
pemilihan kepala daeraly;

f. Membagikan Ingot-ingor  dari
pihak wyang dinyatakan tidak
bersalah kepada masyarakat adat
vang hadir dalam mendengarkan
putusan dari pihak harajaon,
hatobangon  dan  perwakilan

ek bory;
g Menjadi pihak vang dilibutkan
dalam memutus setiap

penyelesaian sengketa pemilihan
kepala dacrah di dalam Majlis
Adat;

Berdasarkan paparan di atas
menunjukkan betapa terperincinya tugas masing-
masing masyarakat adat Dalihan na Tolu dalam
menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di
tengah-tengah  masyarakat, termasuk dalam
menyelesaikan sengketa yang diakibatkan oleh
pelaksanaan pemilihan kepala dasrah,

Memang kalimat “penyelesaiang
sengketa pemilihan  kepala daerah”  tidak
titemukan secara tegas dalam bentuk kodifikasi
dalam aturan masyarakat adat Daliban na Tolu,
yang ada ditemukan dalam atiran masyarakat
Dalihan na Tolu adalah kalimat “penyelesaian
sengketa”. Kalimat hukum semacam ini memiliki
arti yang universal, luas dan tidak terbatas,
schingga bisa melingkupi penyelesaian semua
Jjenis sengketa, termasuk penyelesaian sengketa
pemilihan kepala dacrah schagaimana yang
sudah terlaksana sejak tahun 2005,
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Semua sengketa yang ada kaitannya
dengan  pemilihan kepemimpinan  dalam
masyarakal dapat diselesaikan melalui aturan
hukum yang terkandung dalam masyarakat adal
Dalihun na Tolu tanpa perlu penyelesaian
sengketanya ke pengadilan. Sebab keberadaan
masyarakat adat Dalifian na Tolu sangat besar
peranannya  dalam  menciptakan  suasana
kehidupan yang cukup baik, kondusif, saling
menghag}ga] dan hormat menghormati antara
sesama.

Kentalnya rasa kekeluargaan  dan
persaudaraan yang terdapat dalam masyarakat
adat Dafihan na Tolu menjadikan salah sang
faktor terciptanya persaudaraan dan keakraban.
Pasalnya, sekalipun terjadi perselihan di antara
dua orang atau lehih, sekalipun berbeda partai,
berbeda calon yang didukung, berbeda agama,
biasanya akan cepat terselesaikan disebabkan
oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara
mereka menurut konsep masyarakat adat Daliban
na  Yolu. Bagaimana mungkin bisa terjadi
permusuhan kalaw lawan persclisihannya adalah
kahangginys, anak borunya atay moranya. Mora
tidak akan mungkin tega memusuhi apalagi
mencelakakan anak borunva. Sebab, ia adalah
bagian dari keluarga menantunya, ™

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala
dagrah melalui adat Dalihan na Toly ini, justry
lebih diminati oleh masyarakat adat sejak jaman
dahulu hingga sekarang, Kondisi ini terjadi
disebabkan oleh beberapa hal berikur:

4. Lebih membawa keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum:
b. Pelaksanaan hasil putusannya diawasi

oleh  seluruh  masyarakat  secura
bersamaan;

¢. Mengikuti tradisi dan kebiasaan nenek
moyang.

Sekalipun negara telgh menyediakan
pengadilan sebagai tempat penyvelesaian berbzagai
sengketa, termasuk sengketn pemilihan kepala
daeral, temyata masyarakat lebih sering
mempergunakan prinsip adat Daliban na Talu
dalam menyelesaikan setiap sengketa pemilihan
kepala daersh. Mercka lebih percaya terhadap
atwran  adat  Dalihan na  Tolw  dalam
menyelesaikan  sengketa  pemilihan kepala
daerah, jika dibandingkan dengan penggunaan

Y Sutan managor Gelar Patuan Daulat

‘Baginda Nalobi, (1995), Pastak-pastak ni Paradaton

Masparakat Tapanuli Selatan, Medan, CV. Meadia
medan, hlm. 73,
" Gultom Rajamarpodang, Op. Cit, him_ 53.
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pengadilan  ‘sebagai  tempat  penyelesaian
sengketa,

Kecenderungan masyarakat adat dalam
memanfaalkan dan menggunakan jalur maijelis
adat dalam menyelesaikan setiap sengketa
pemilihan kepala daerah adalah selain karena
putusannya dianggap lebib adil dan memberikan
kepastian hukum, juga putusannya dianggap
sesuai dengan cila-cita dan perasaan hukum
masyarakat itu sendiri. Artinya, setiap penjatuhan
sanksi yang dilakukan dianggap sesuai dan setara
dengan  kejahatan yang dilakukan oleh
pelakunya.

Setiap menjalankan putusannya
dilakukan dengan penuh ketulbsan dan ketaatan
dan tidak ada unsur dendam dan sakit hati di
antara para pihak yang bersengketa. Pihak vang
kalsh menerima semua keputusan yang
dihazilkan dan majclis Adat. karena selain
mereka menganggap hasil putusannya bersifat
adil, juga dikarenakan oleh para pihak vyang
menjadi  pemutus  berasal dari Hargioon,
Hatobangon dan perwakilan masyarakat Dalihian
na Tolu. Pihak Haragjaon dan Hatobangon
merapakan tokoh adat yang karismatik yang
perkataannya selalu dihormati dan  disegani.
Sedangkan perwakilan dari masvarakat Dalihan
na Tolu merupakan perwakilan dari para pihak
vang Dbersengketa. Karena lengkapnva scgala
unsur dalam setiap penjatuhan putusan perkara,
maka secara otomatis hasilnya berterima dan
ditaati oleh para pihak yang berperkara.

Masyarakat adat Dalihan na Tolu
memiliki prinsip  hidup bahwa kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan
bernepara, dibangun dengan landasan:

a.  Mursihaholongan (saling mengasihi).
b.  Marsipagodakkon {saling
membesarkan/zsaling mengangkat);

¢. Marsihapadean (saling  berbuat  baik
antara satu dengan lainnya);
d. Marsibegean  (saling  mendengzarkan),

Marsilehenan (saling memberi);
¢, Marsiliginan (saling melihat dan saling
kunj ung-mengunjungi j;
f. Marsipagabean {saling
membahagiakan), Marsipangiboan
(saling memberi belas kasihan);
Marsitolongan  (saling  menolong),
Marsilehenan (saling memberi);
Marsihargaan (saling menghargai);
Marsidenggenon (saling berbuat baik
antara satu dengan lainnya);
J.  Mmrsilehenan (saling memberi):

e

k. AMarsihormaran (saling menghormati);
Muarsipaingotan (saling mengingatkan).
Keschelas prinsip di atas merupakan alat
yang sangat ampuh  dalam  menciptakan
kerukunan, ketenangan, kelentraman, ketertiban,
keamanan dan  kedamaian di tengah-tengah
masyarakat. Bahkan lebih dari itu, berbagai jenis
sengketa dapat diredam dan diselesaikan melalul
pesan moral yang terkandung dalam prinsip di
atas.

=]

Memang tidak menutup kemungkinan
sengketa pemilihan kepala daerah juga bisa dan
pernah terjadi di tengah-tengah masvarakat adat
Dalihor na Tolu, namun sebagian masalah
sengketa yang ada, mayoritas bisa diselesaian
“dengan baik memalui Majlis Adat dalam
masyarakat adat Dalihan na Tolu, Sebesar
apapun masalzh sengketa yang ada, termasuk
sengketa vang timbul, umumnya dapal
diselesaikan dengan cara bijaksans berdasarkan
azas kekeluargaan, tanpa harus menggunakan
jalur hukurm atan pengadilan.’

Ada beberapa pranata adat Dalfihan na
Toluy  vyung diperpunakan dalam meredam
berbagai sengketa yang terjadi, vakni:

a, Sengketa Diredam Melalui Marga
Ajaran adat Dalilen na Toly ini temmyata
masih terus diamalkan dan dilaksanakan
dulam kehidupan  sehari-hari, terulama
menyangkut  kehidupan  beragama,
herkeluarga, herbangsa dan herncgara.
Farena semua kandungan ajarannya
adalaly mengandung ajaran tatakrama
dan  sopan-santun  dalam  bersikap.
bertinak dan berbicara. Melalui  adat
Dalihan na Tolu ini, orang lidak akan
mungkin  bisa sembarangan  bicara,
apalagi bertindak sembrono di hadapan
orang  lain,  Karena  masing-masing
mengerti tenteng hubungan kekerabatan
dan  keturuman mercka satu  dengan
laimnwa, Sebagas contoh konkrit bahwa
orang semarge adalah dianggap schagai
satu  keturunan,  kekerabatan dan
pertalian  darah  vyang sangat  dekal,
walaupun mereka berbeda agama dan
berbeda perkampungan. Crang semarga
dianggap sebagai saudara kandung atau
saudara dekat yang tidak boleh dihina,
digangga, apalagi dimusuhi.

" Anwsr Sadat Harahap, (2007), Peranan
fnitur Poda dalam Mempelesaikan Konjlik Perkawinan
di Sumatera Tiara, Penelitian Mandirt, Medan, UMN
Press, hlm. 123

S ————
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Keberadaanya dan kehormatannya harus
dijaga dan dimuliakan, karena ia adalah
dianggap sebagai saudara sedarah, saty
tempat  kelahiran  layaknya saudara
kandung sendiri.

Bukan itu saja, siapa saja laki-
laki yang menikahi putri dari masyarakat
adat Dalihan na Tolu, sckalipun fa
berasal dari suku lain, sccara otomatis
laki-laki yang menikahi putri Suku Batak
tersebut langsung bergabung dalam
lingkungan keluarga masyarakat adat
Dalifian na Tolu, yakni sebagai Anak
Boru (kelnarga dari pihak menantu).
Sebaliknya, siapa saja laki-laki darj Suky
Batak menikahi putri dari suku lain,
secara otomatis putri, orang tua dan
seluruh saudara dari suku non Batak tadi
akan terpabung dalam lingkungan
keluarga masyarakat adat Dolihan na
Tolu, yakni berada dalam posisi Mora
(semua keluarga dari pihak mertua).

Buku dari bergabungnys
seseorang yang berasal dan suku non
Batak ke dalam Suku Batak adalah
ditandai dengan adanya pemberian
Marga kepada setiap orang yang masuk
dan terpabung dalam masyarakat adat
Dalihan na Tolu. Sebagai contoh: jika
seorang  laki-laki dari  Suku  Jawa
menikahi salah seorang dari putri Syku
Batak yang memiliki Marga Siregar,
maka laki-laki yang menjadi suaminya
tersebut akan diberikan  marganya,
seperti Marga Hasibuan atau Marga lain
yang disenangi dan dianggap cocok
untuk mempelai laki-laki yang berasal
dari suku non Batak tadi. Pemberian
sebuah marga tidak boleh dilakukan
dengan sembarangan, tapi harus melalui
proses dan ketentuan yang berlaku dalam
masvarakat adat Dalihan na  Tolu,
Pemberian Muarga biasanya dilakukan
pada;

. Acura pelaksanaan pesta perkawinan
mereka;

2. Hari-hari tertentu yang dianggap
baik menurut adat;

3. Hari-hari besar keagamaan.

Pemberian marga juga tidak
boleh diberikan sembarangan kepada
setiap orang. Namun hanya dapat
diberikan kepada orang yang sudah

memenuhi  syarat sebagaimana yang

telah digariskan oleh masyarakat adat

Dalihan na Tolu. Marga baru boleh

diberikan kepada orang non Suku Batak

dengan alasan berikut:

1. Teradi pernikahan yang
dilangsungkan antara Suku batak
dengan non Suku Batak, baik calon
mempelai laki-lakinya berasal dari
suku non Batak maupun calon
mempelai  perempuannya  berasal
dari suku non Batak;

2. Memiliki jasa yang sangat besar
terhadap pengambangan masyarakst
adat Dalihan na Tolu

3. Ams permohonan sendiri kepada
pihak harajaon, Hatobangom, dan
perwakilan masyarakat adat Dalikan
ma Toly,

Keberadaan  Murga  dalam
masyarakat adat Dalihan na Tolu sangat
besar sekali dalam pandangan adat.
Margu bukan hanya sekedar
penambahan nama di belaskang namg
aslinya, tapi lebih dari ity Marga
memiliki manfaat yang sangat besar bagi
kehidupan seseorang dalam masyarakat,
antara lain;

. Marga Menunjukkan  Tdentitas
Ketununan. Umumnya marga bisa
menjadi petunjuok identitas
keturunan, Umpamanya jika disebut
marga  Hasibuan. Maka tidak
disangsikan  lagi mercka yang
bermarga Hasibuan satu keturunan,
Disni  marga berfungsi  sehagai
identitas sesualu kelompok seasal
usul seketlurunan;

2., Menunjukkan Tdentitas Diri. Salah
satu  ajaran  Hapantunon yang
diwariskan oleh nenek monyang
dahulu adalah tidak sopan menyebut
nama seseorang, kalau dia lebih twa
atau pangkatnya lebih linggi. Oleh
karenanya, setiep oranz  hatak
merasa lersinggung apabila seorang
yang lebih muda dari dia memanggil
namanya di depan orang banyak,
Anak yang memanggil nama orang
yang lebih tua dari dia itupun ditegor
dan dituduh tidak tau sopan santun
tidak tau adat. Jadi memanggil orang
dengan menyebut marganya Jjauh
lebih  terhormat  dibandingkan
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memanggil orang dengan menyebut
nama aslinya. Sebab marga dalam
masyarakat adat Dalihan na Tolu
dapat mienunjukkan identitas
seseorang dalam masyarakat;

3. Menunjukkan Identitas asal daersh,
Unmuk mengenang daerah asal
seseorang; marga dapat  dipakai
schagai pengelompokan dari asal
daerah seseorang, sekaligus juga
dapat dijadikan dalam
pengelompokan seketurunan. Setiap
kelompok marga memiliki daerah
tempat tingalnya sendiri-sendiri.
Setiap wilayah merupakan satu
kesatuan vang didiami oleh marga
tertentu.  Umpamanya, Lumban
Tobing berasal dari kampung vang
terletak dipinggir tebing di daerah
Silindung, Hutapea berasal dari
daerah yang berpaya-pays marpea-
pea dalam bahasa batak di Silindung.

Marga Lontung, mendiami
wilayah di  Samosir  Selatan,
khususnya daerah Sabulan dan
Janjiraja. Sedangkan marga Harahap
mendiami daerah Angkola, bahkan
sampai ke Sumatera Timur dan tanah
Karo, begitu seterusnya.'®

4, Menunjukkan  Identitas  Nenek
Moyang. Untuk mengenang nenck-
moyang yang dianggap berluah
mereka memakai marga dari nama
nenek movang tersebut  Seperti
marga Hasibuan, Nenck-moyang
mercka bernama Raja Hasibuan,
Nasution berasal dan perkataan na
sakti on. Orang yang bertuah.'’

Sengketa Diredam Melalui Perkawinan.

Perkawinan  dalam  masyarakat  adat

Datihanr na Tolw adalah bukan hanva

gekedar melaksanakan agad nikah antara

seorang peria dengan wanita saja, namun
lebih dari itu, perkawinan juga dapat
berperan dalam menciptakan kerukunan
beragama dalam masyarakat. Jika terjadi
ikatan perkawinan anlara salah seorang

" Hasyral Hamidy Harahap dan Hotman M

siaan, Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak Sualu
MesSckaian terhadap Prilaku Batak Toba can Angkola

jling, Sanggar Willem [skander, Jakarta, 1987,

i 106

g Loc.Cit, Pastak-pastax ni  Parodaten

Tuparuli Selatan, hlm, B8,

dari laki-laki atau perempuan dari
masyarikat adat Dalikan na Tolu dengan
salah seorang laki-laki alau perempuan
dari suku non Batak, maka telah jatuh
kewajiban adat untuk menghermati
orang tua dan keluarga dari laki-laki atau
perempuan yang telah menikah dengan
laki-laki atau perempuan dari masyarakat
adat Dalihan na Tolu itu  scndird,
sckalipun terjadi perbedaan suku dan
agama. Sebab melalui perkawinan dalam
pandangan masyarakat adat Dalifan na

Tolu adalah melahirkan sebuah tali

persaudaraan yang sangat kokoh antara:

|, Keluarga mempelai laki-laki dengan
keluarga mempelai perempuan;

2. Marga mempelai laki-laki dengan
marga mempelai perempuan;

3. Suku laki-laki dengan  suku
mempelai perempuan;

4. Luat asal mempelai laki-laki dengan
luat asal mempelal perempuan;

5. Parsauodosn mempelai  laki-laki
dengan  Parsaudonan  mempelai
percmpuan.

Jadi perkawinan bagi
masyarakat adat Dalikan na Tolu
merupakan perkawinan yang bukan
hanya terjadi antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan, melainkan
perkawinan  bagi  mereka  adalah
perkawinan secara utuh dengan seluruh
unsur kemasyarakatan  schagaimana
disebutkan di atas,

Pelaksanaan perkawinan tidak
boleh dilakukan dengan sembarangan,
melainkan harus tetap mengikuti
rambu dan aturan yang ditetapkan oleh
masvarakat adat Dalihan na Tolu.
Dalam  pelaksanaan  perkawinan
masyarakat adat adat Dalikan na Tolu,
harus diperhatikan dan didukung oleh
beberapa syarat berikut:

1. Berlainan sigrga:

2. Satu derajat dalam kedudukan
tingkat adat;

3. Satu bentuk pengertian dalam
pelaksanaan adat;

4, Satu paham dalam kepercayaan.

Perkawinan dalam masyarakat
adat Dafihan na Tolu adalah dapat
menimbulkan  beberapa  perobahan
yang sangat signifikan di tengah-

e e——————
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tengah masyarakat. Pergbahan yang
dimaksudkan antara lain:'®
1. Melalm  perkawinan, sgeara
otomatis akan terjadi perohahan
dalam  twtwr.  Dalam  setiap
perkawinan, pihak ealon mempelai
laki-laki akan memanggil ayah
atau yang sederajat dari keluarga
calon  mempelai  perempuan
dengan fwwr twlang, dan juga
memangeil ibu atau yang sederajat
dari keluarga calon mempelai
pETrempuarn dengan fuiur
naniulang. Sebaliknya, pihak calon
mempelai perempuan  akan
memanggil ayah atau  yang
sederagjat  dari  keluarga calon
mempelai laki-laki dengan mne
amang bory, dan juga memanggil
ibu atau wyang sederajat dari
keluarga calon mempelai laki-laki
dengan futur ambou;

Melalui perkawinan akan terjadi

perubahan status sosial  dalam

masyarakat adat Deliban na Tolu.

Artinya, orang tua dan seluruh

keluarga dari pihak mempelai

perempuan secara otomatis

berkedudukan sebagai Mora di

hadapan keluarga mempelai laki-

laki, Sebaliknya, orang tua dan
selurubh  keluarga dari mempelai
laki-laki berkedudukan sebagai

Anak Boru di hadapan keluarga

mempelai perempuan;

3. Melalui  perkawinan  terjadi
perubahan dalam struktur
kekeluargaan dalam keluarga besar
kedua belah  pihak, bakk  dari

[

keluarga  mempelai  laki-laki
maupun dari keluarga mempelai
perempuan, Setelah tzrjadi

perkawinan, maka akan terjadi
penambahan Keluarga besar yang
harus saling hormat-menghormati,
sAYang-menyayangi, dukung-
mendukung, jaga-menjaga dalam
berbagai hal sebagaimana
memperlakakan keluarpa sendiri.

' Hasil wawancara mendalam (FGD) dengan
tekoh adat, tokoh agama dan perwakilan masyarakat
adat Dalihan ma Tolu di 7 (tujuh) kabupan yang
menjadi lokasi penclitian,

Bagi orang masyarakat
adat Dalihan na Tolw, siapapun
vang telah bergabung dan telah
masuk menjadi keluarpa besamva,
akan dihormati dan dipelihara
sebagaimana menghormati  dan
memelihara kekluarganva sendiri,
tanpa ada perbedaan sedikitpun,

Ada beberapa macam cara
tejadinya penggabungan  keluarga
dalam masyarakat adat Dalihan na
Tohe
1. Melali perkawinan,

2. Melalui pemberian marga;

3. Meclalui pengangkatan anak;

4. Melalui pemberian
perlindungan/pengamanan;

5. Melalui kelahiran.

Dari kelima cara tersebut di
atas, ternyata eara yang pertama, yakni
penggabungan  keluarga  melalui
perkawinanlah yang paling utama dan
paling dihormati di  tengah-tengah
masyarakat adat Dalihan nua Tolu.
Karena melalui cara ini, akan terjadi
penggabungan dua keluarga besar yang
disshkan melalui upacara adat dengan
melaloi  berbagai  prosedur dan
persyaratan vang sangat ketat sekali.

2, Sistem Musvawarah dalam Penyelesaian
Sengketa pada Masyarakat Daliian na
Tolu

Dalam prinsip masyarakat Dalihan na
Tolu, untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau
untuk memutuskan suatu persengketaan dalam
masyarakat, balk besar maupun kecil, apalagi
vang menyangkut adat, agama dan urusan
pemerintahan, dapat  diselesaikan  melalui
miariaki - (musyawarah), Musvawarah  dalam
masyarakat Dalifian na Tolu memiliki beberapa
tingketan sesuai dengan arang-crang yang ikut
hadir dalam sebuah musyawarah: ™
a. Tuhi Ungut-ungut (musyawarah
keluarga).  Dalam  tingkatan  ini
musyawarah dilaksanakan antara suami
dan istri, yang dihadiri oleh orang lua
dari kedua belah pihak;
b. Fali Dalihen Na Tolu, Dalam tingkatan
imi, musyawarah dilaksanakan antara
mora, hkahangei, dan anak  borw

Umumnya, berbagai permasalahan dan

Y G. Siregar Baumi, Op.Cit, hlm. 79— &1.
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sengketa  dapat  diselesaiakan  dalam
tingkatan musyawarah ini, karena semua
perwakilan masyarakat adatr Dalihan g
Tolu telah hadir di dalamnya;
Tahi Godang Parsahusaen (Musyawarah
bBesar dalam sebuah perkampungan).
Musyawarah dalam tingkatan ini dihadir
oleh  selain  perwakilan masyarakat
Dalikan na Tolu, juga dihadiri oleh
Mora ni Mora™ Pisang Rahur” Ompu
Nikotuk™  Goruk-Goruk  Hapinis*
Hatobangon,” Raja,” Orang Kaya;*
Tahi Godang Haruaya Mardomy Bulung
(Musyawarah besar antara desa atau
deerah). Musyawarah dalam tingkatan
ini selain dihadiri oleh unsur Dalifian na
Tolu (mora, kahanggi dan anak bory),
Mora ni Mora, Pisang Rahu, Ompu
Nikoruk, Goruk-Garuk Hapinais,
Hatobangon, Orang Kaya, juga dihadiri
" m:ﬂ
L Rgja Pamusunan  Bulung  adalah
pemimpin tertinggl dalam sebuah
fuat (satu wilayah kekuaswan yang
terdini dari beberapy desa);
2. Raja Pangundian adalah wakil Raja
panusunan Bulung;

= Mora ni Mora adalah mertua dari mertua
Meerang masyarakat adat dalihan na Tolu,
= Pisang Rahut adalah menantu  das
| S=seorang yang tingeal dalam masyarakat
; na Tolu,

— Ompu Nikotuk adalah sesecrang yang

pihak Kahanggi dan sudah lama hidup dan

‘Smeeal dalam suatu hurg {perkampungan),
. Goruk-Goruk Hapinis adalah keluarga
3=ng hidup secara turun-temurun dan tingzal
1 =am sebuah perkampungan adst Dalifian
B Semis gnak born {menantu) semacam ini
emean istilah onak Borw prsaks fmenanty

= Barobangon adalah oreng yang dituakan

SSewne Hatvbangon merupakan wakil rakyat
as dan mengolah masalah tata tentib

svarekat adat dalihan na tofu.

- Raiz adalah orang yang  memiliki

' Salsm adat dan terus diwariskan kepada

Sse yang masih hidup,

~ Orang Kayz adelah orang yang kava akan

s stadainys dalam suatu kampung,

= AE Maksum Tlarahap, (2009), Kekuaran

WSssewarah Masyarakat Dalihan na Tolu di

. Cetskan Pertama, Medan, CV. Finma, him,
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3. Orang Kaya Luar® adalah sekretaris
atan juru bicara Raja Panusurcn
Bulung,

4. Orang Kaya fayo-Bavo  adalah
Wakil Orang Kaya Luat:

3. Rafa Pomusuk adalsh  pemimpin
terlinggi dalam sebuah Aura ( desa);

6. Harajaon adalah sebagal perwakilan
dari raja-raja atau keturunan raja;

7. Hulu Balung adalah pengawal dan
penggalang  keamanan di rengah-
tengah masyarakat Daliban na Tolu,

Semua unsur masyarakat adat yang
lerlibat dalam Tahi Godang Harunava Mardomz
Bulung merupakan tokoh masyarakat yang
memiliki kewajiban untuk mengatur kehidupan
rakyat  demi tercapainya  kessjahteraan,
keamanan,  kerukunan  dan  Kemajuan
masyarakat.” Selain i pula masyarakat sangat
menghormati dan mematuhi orang-orang yang
duduk dalam susunan lembaga adat ini. karena
masyarakat menganggap bahwa mereka adalah
tokoh adat yang memiliki kehormatan dan
kewibawaan yang selalu menjunjung tingei nilai-
nilal keadilan di tengah-tengah masvarakat.™

Segala kegiatan masyarakat adal Dalifian
ng  Tolu dalam  hubungannya dengan sosial
budaya, adat, agama dan pemerimahan. hary
dikatakan sempurna apabila telah didukung oleh
ketiga kelompok kekerabatan tadi, bagaikan tiga
tunghu (dalihan) yang mendukung satu dengan

yang lain® Pada dasamya Dalikan na Tedu
memiliki  prinsip  pembagian  tugas  setiap
kelompok — masyarakat, mengerjekan  dan

menyclesaikan tugasnya dengan disiplin nurani
serta bertanggung jawab, Melalui wadah Dalihan
na Tolu, masyarakat mampu mengendalikan diri
dengan berbagai ikatan prinsip vang ditentukan
sendiri aleh individu dan bukan karena perintah

** Orang Kaya maksudnya adalah orang yang
faya atas segala kebijaksanaan dan pikiran yang
berhubungan dengan tatakrama dan adapt istiadat dan
Juga tata tertib di dalam masyarakat dalifian na toiu.

* Sutan Halim Naposo, (2008), Sistem
Peradilan dalam Masyarakat Dalihan na Tolu di
Tapanuli Sefatan, Edisi 1, Medan, USU Press; Alm.
Al

2 Ibid, him. 140,

" Gullom Rajamarpadang, Up. Cit. him. 61,

Page 45




atau komando karena kesadaran diri
sendiri.” :

Tidak tertutup kemungkinan untuk
terjadi perselisihan dan persen@ketﬂaﬂ yang
menyangkut perdata dan pidana.” Seandainya
terjadi perselisihan dan persengketaan dalam
masyarakat, maka cara  penyelesalannyva
dilakukan dengan menggunakan cara berikut;™

a. Dilakukan musyawarah terlebih dahulu.
Dalam musyawarah tersebut hadir para
pihak yang bersengketa, kemudian para
hafobaﬂgan,jj Harajaon  (keturunan
raja), dan scbagian anggota keluarga
yang bersengketa;

b. FPara hoobangon dan  Raja-raja
mendengarkan permasalahan para pihak
yang bersengketa;

¢. Para hatobangon dan Raja-raja secara
bersama-sama melakokan peninjauan,
penganalisaan terhadap bukti-bukti yang
ada;

d. Setelah itu baru dilakukan pengambilan
keputusan yang benar dan adil. Purusan
tersebut dilakukan dalam majelis adat
oleh Para harobangen dan Raja-raja
secara terbuka di hadapan masyarakat.

tetapi

3. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Kepala Daerah pada Masyarakat Batak

Tidak terivlup kemungkinan untuk
terjadi perselisihan dan persengketaan yang
menyangkut perdata dan pidana.”™ Seandainya
terjadi perselisihan dan persengketaan dalam
masyarakat, terutama menyangkut pemilihan
kepala daerah, seperti pemilihan Bupati dan
pemilihan Gubernur, maka cara penyelesaiannya

Tolen Sinuhaji, Hasanuddin, PA.
Simanjuntak, (1998), Dalitan na Tolu Dahule dan
Sebarape, Medan, Depdikbad, Wl 40

* Mahadi, {1991), Uraion Swgkar Tentonz
Hukum Ador Sejok RR Tokw: 1854, Bandung,
Alumni, him. S0,

# Sutan Dibata Oloan Harahap, (2009),
Tinjanan Analisis Hukum Pidana dan Hukum Perdata
Adat Tapamdi Selatan (Swatw Ubaya Penggalion
Nilai-nilai Adat Tapanuli Selatan melalul Penelitian
Hukum Adae), Padang Sidempuan, Lembaga Adat
Tapanuli, hlm. 33-36.

* Hatobangon adalah para petuah adat yang
ada dalam setiap desa,

* Mahadi, (1991), Uraian Singkat Tentang
Hukum Adat Sejak RR Tahun (854, Bandung,
Alumni, him. 30.

dilakukan
berikut:™’

a. Pencrimaan pelaporan;

. Ada pelaporan dari masyarakat akan
adanya sengketa pemilihan kepala
daerah yang perlu diselesaikan;

2. Ada pelaporan dari para pihak yang
bersenglketa;

3. Ada pelaporan dari perwakilan
pendukung masing-masing calon
kepala doerah vang bersengketa;

b. Para Hatobangon, flarajaon dan
perwakilan masvarakat Dalikan na Tolu
memanggil para pihak yang berperkara
untuk mencari duduk masalahnya;

dengan menggunakan prosedur

¢ Pemanggilan para pihak yang
bersengketa secara terpisah  untuk
memintai keterangan tentang:
l. Akar permasalahan  terjadinya
sengketa;

2. Memberikan nasehat dalam rangka
menyelesaikan permasalzhan vang
dihadapi;

1. Memberikan alternatif pilthan vang
harus diambil dari tawaran wyang
diberikan;

4, Memberikan sirnman rohani.

d. DPemanggilan para pihak  vang
bersengketa secara bersamaan dengan
maksud;

1. Mendengarkan kKeterangan dari para
pihak yang hersengketa secara
bergantian di hadapan majelis adat;
Mendengarkan keterangan dari para
pihak yang bersengketa;

3. Mendengarkan  keterangan  dan
pendapat dari pihak yang pernah ikut

b

dalam  menyelesaikan  sengketa
tersehut;

4. Melakukan mediasi atan perdamaian
di anatara para pihak vang
bersengketa:

5. Memberikan tenggang waktu untuk
berfikir kembali sebelum
mejatuhkan pilihan yang

ditawarkan oleh Majelis Adat.
¢, Dilakukan musyawarah di dalam Majelis
Adat Batak setelah tenpgang waktu 2

7 Anwar Sadat Harahap, (2003), Tinfanan
Analisis Hukum FPidana dan Hutum Perdata Adat
Tapanuli Sefatan (Suapy Upava Pengoalion Nilagi-
wilai Adat Topanuli Selatan melafud Penelition Hukum
Adat), Padang Sidempuan, Lembaga Adat Press, him.
35-36.
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minggu dari pemanggilan para pihak
yang bersengketa sebelumnya, Dalam
sidang ini yang dilakukan adalah:

1. Mendengarkan keterangan masing-

masing para pihak di hadapan
Majelis Adat;

2. Meminta pendapat akhir dari
masing-masing para pihak yang
bersengketa;

3. Memberikan gambaran yang jelas
akan keuntungan dari perdamaian
yang dilakukan;

4. Memberikan gambaran yang jelas
terhadap  akibat  hukum yang
ditimbulkan dari ketidak adanya
kesepakatan perdamaian;

5. Memberikan sclang beberapa jum

untuk  melakukan  pertimbanaan
akhir antara para pihak yang
bersengketa:

6. Memberikan putusan akhir atas

penyelesaian sengketa tersebut. Ada

beberapa alternatif putusan vang

mungkin terjadi, vakni:

a. Ganti Rugi;

b. Pemulihan nama baik;

¢. Permohonan maaf:

d. Diskualifikasi:

Pemilihan ulang.

£ Yang bertindak sebagai pemutus dalam
musyawarah adat adalah:

1. Harajaon (Raja Pamusuk kalau
sengketa yang disidangkan dalam
tingkatan perkampungan dan Raja
Panusunan  kalau  sengketa yang
disidangkan dalam tingkatan fuar.

2. Hatobangon;

3. Perwakilan Masyarakat Delikan na
Tolu,

4 Orang kaya menjadi penuniut
layaknya sebagai jaksa. Namora na
foras dari kampung orang vang
diadili dapat memposisikan  diri
sebagai pembela. ™

£

Untuk menguatkan keyutusan tersebut,
diberikan ingor-ingor™ dari pihak yang
. Gunanya supaya mereka yang
) ingof-ingot tersebut diharapkan lebih
# lagi akan hasil keputusan sendiri. Biasanya

** Sutan Managor, Loc.Cir, him. 44,

= Ihid, hlm.45.

= Ingot-ingot antinys memberikan vang kepadz
i yang hadir.
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orang yang mendapat got-ingor ini akan
menceritakan hasil keputusan tersebut kepada
keluarga dekainya, dengan maksud seandainya ia
lupa masih ada orang yang mengingatnya.
Sesungguhnya ingor-ingor ini memiliki manfaat
menurut adat, di antaranya :
a. Biar lebih berharpa hasil suatu putusan;
b. Supaya ada rasa pertanggungjawaban
dari pihak yang mendengarkan putusan;
¢. Supaya terjadi penghargaan atas jerih
payah semua pibak yang menyelesaikan

perkaranya;

d. Menunjukkan rasa terima kasih kepada
pihak-pihak yang membantu
penyelesaian suatu perkara.

Realisasi pelaksanaan hasil keputusan

para hatobangon, harajaon, dan perwakilan

masyarakat adat Dalilan na Tolu dalam sengketa
pemilihan kepala daersh biasanva dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut;

a. Hasil putusan  musyawarah  yang
dilakukan dalamn Majelis Adat tersebut
diumumkan kepada seluruh masvarakat,
lerylama bagi masyarakat di tempat
tinggal kedua belah pihak yang
bersengketa. Pengumuman dilakukan
dengan memukul Canang (sejenis Gong)
sambil membacakan hasil putusannya
dengan suara yang keras di tengah-
tengah masvarakal. Pembacaan hasil
putusan  dilaksanakan setelah solat
magrib di sepanjang jalan dan sudut
perkampungan;

b. Implementasi dan realilasi pelaksanaan
putusan  diawasi  dan  dikendalikan
langsung oleh seluruh  masvarakat
selempat, secara kesadaran dan penuh
rasa tanggung jawab:

¢. Setelah semua hasil putusan
dilaksanakan dengan  baik. maka
sengketa diangpap telah selesai dan
status dan derajat para pihak yang
bersengketa dalam pandangan  adat
adalah kembali seperti biasa sebagai
mana status dan kedudukannva semula:

d, Jika terjadi pengingkaran atau ketidak
taatan terhadap hasil purusan Majelis
Adat, maka dilakukan dan diberikan
peringatan oleh Hargjaon, Hatobangon
dan perwakilan masyarakat Dalihan na

Lol

e. lika setelah diberikan  peringatan,
ternyata tetap saju tidak dilaksanakan
dan  dundabkan, maka dilakukan




exsekusi paksa berupa pengusiran untuk
meninggalkan ‘kampung dengan segera
dan mencari kampung lain sebapai
tempal tinggal

Biasanya para hatobangon dan raja-raja
tidak akan membuat keputusan yang bersifat
menguntungkan sepihak, sekalipun terhadap
pamilinya sendiri. Mercka lebih mempertaruhkan
kehormatan mereka, jika dibandingkan dengan
kepentingan-kepentingan Ininnya. Irulah
sebabnya keputusan mereka lebih sering bersifat
Jujur dan berkeadilan.

4. Bentuk Sanksi dalam Penyclesaian
Sengketa Pemilihan Kepalu Daerah pada
masyarakat Batak

Dalam setiap pelanggaran atau kejahatan
yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat,
telah ada aturan jenis sanksinya sebagaimana
yang telah tertuang dalam masyarakat adat

Dalihan na Tolu. Beberapa tingkatan sanksi yang

berlaku di tengah-tengah masvarakat adat,

termasuk sanksi yang berkaitan dengan sengleta
pemilihan kepala daerah adalih:

a.  Maongido Muaf,

b, Mangalehen Denda atu lebih dikenal
dengan istilah U Hora;

¢. Sappal Dila. Sanksi Sappal Dila adalah
Suatu jenis hukuman yang menuntut
pelakunya untuk memotong  sesokor
kambing atau  kerbauw/lembu dengan
mengundang makan orang sekampung
untuk melakokan permintaan maal d
muka Harajaon, Hatobangon, ulama dan
masyarakat adat Dalihen na Tolu;

d. Dibondarkon. Dibondarkon maksy dnya
adalah orang yang tidak mentaati hasi]
putusan majelis adat tersebut tidak
ditkutkan dalam sepala kegiatan dalim
masyarakat  adal.  Seolah-olah  ia
dianggap sudah  tidsk ada lag.
Sebaliknya jika ia hendak melakukan
suatu kegiatan baik dalam bentuk sirigon
maupun dalam bentuk silpluton tidak
bisa dilaksanakan dengan menggunakan
tatacara adat setempal;

e Dikelvarkan dari Fua. Suatu hukuman
yang mengharuskan sesecrang segera
dan berangkat menuju kampung lain. [a
tidak boleh lagi tinggal di kampung itu
setelah putusan pengusiran dijatuhkan:

f. Ditarik Tanah Salipi Natartur. Adapun
yang dimaksud dengan sanksi jenis ini

\

adalah  suatu jenis sanksi berupa
penarikan tanah ulavattanah adat yang
diberikan Raja kepada seseorang sebagai
hak pakai saja yang akan dipergunakan
sebagai lahan pertanian atau
perkebunannya dalam suatu
perkampungan di lingkungan satu Luar
(satu daerah kekuasaan);
Dikeluarkan dari Murga. Jenis sanksi ini
merupakan jenis yang sangat berat,
karena  penarikan atay pencopotan
sebuah  Marga merupskan  sesuaty
penurunan  harga diri dan derajat
sescorang di tengah-tengah masyarakal.
Ada beberapa alasan yang menjadikan
sanksi ini menjadi berat yakni:
[. Pencopotan Marga berarti
pencopotan silsilah seseorang dari
keturunannya. Konsekuensinya,
acalah hubungan kekeluargaannya
dengan margemya dianggap sudah
tidak pemah ada lagi dan ia dianggap
menjadi  hidup sebatanghara yang
tidak punya marga;
Pencopotan Marga berarti
pencopolan seluruh fasilitas yang
diberikan adat kepadanya, seperti
gelar kerajaan, pemakaian tanah adat
dan lainnya;
3. Pencopotan Marga berarti
pencapotan marga anaknya sendiri;
Rampas Barang, Suatu sanksi berupa
penarikan semua barang milik si pelaky
yang jumlahnya disesuaikan dengan
hasil keputusan dalam masyarakat adat.

]

JURIDIKTI, Vol.6 No.3, Desember 2013. 55N LIPI: 1979-5540 Page 48




.

ssimpulan
Kentalnya rasa  kekeluargaan dan
aan yang lerdapat dalam masvarakat
nu Tolu menjadikan salah satu faktor
planya  persaudaraan  dan  keskraban,
==ssuk dalam penyelesaian sengketa pemiliban
daersh di tengah-tengah masyarakat.
wva, sckalipun terjadi perselihan di antara
omang atau lebih, sekalipun berbeda
' partai, agama, dan sosok yang
biasanya akan cepat terselesaikan
an oleh adanya hubungan kekeluargaan
mereka menurut konsep masyarakat
alihan na Tolu. Bagaimana mungkin bisa
pe:musuhan kalau lawan persclisihannya
kahangginya, anak borunya atan
@ Mora tidak akan mungkin tega
suhi apalagi mencelakakan anak borunya.
i2 adalah bagian dari keluarga
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